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PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 42 TAHUN 2018
TENTANG

STATUTA INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI

Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan semangat reformasi
Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan Kementerian Dalam
Negeri guna meningkatkan kualitas Pendidikan Tinggi
Kepamongprajaan, perlu dibuat pedoman dalam
penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan
Kementerian Dalam Negeri;

bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun
2015 tentang Statuta Institut Pemerintahan Dalam Negeri
perlu disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan
sehingga perlu diganti;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Statuta Institut

Pemerintahan Dalam Negeri;

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
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Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang
Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5336);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan
Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5500);

Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2004 tentang
Penggabungan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam
Negeri ke dalam Institut Ilmu Pemerintahan menjadi
Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2009
tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 87
Tahun 2004 tentang Penggabungan Sekolah Tinggi
Pemerintahan Dalam Negeri ke dalam Institut Ilmu
Pemerintahan menjadi Institut Pemerintahan Dalam

Negeri;
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Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun
2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita
Negara Republik Indonesia Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 769);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor
139 Tahun 2014 tentang Pedoman Statuta dan
Organisasi Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1670);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG STATUTA
INSTITUT PEMERINTAHAN DALAM NEGERI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Institut Pemerintahan Dalam Negeri yang selanjutnya
disingkat IPDN adalah unit organisasi setara Eselon I
yang berada di lingkungan Kementerian Dalam Negeri
merupakan Perguruan Tinggi Kedinasan dipimpin oleh
Rektor, sebagai lembaga Pendidikan Tinggi
Kepamongprajaan yang menyiapkan kader pemerintahan
dalam negeri di lingkungan Pemerintah Pusat dan
Pemerintah Daerah.

Statuta IPDN adalah peraturan dasar pengelolaan IPDN
yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan
dan prosedur operasional Pendidikan Tinggi
Kepamongprajaan di IPDN.

Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan adalah pendidikan
tinggi kedinasan yang dilaksanakan oleh Kementerian
Dalam Negeri yang mempunyai spesifikasi/kekhususan
dibidang ilmu pemerintahan terapan, yang ditempuh
dalam sistem pendidikan melalui pengajaran, pelatihan
dan pengasuhan sebagai satu kesatuan sistem yang

terintegrasi.
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4. Rektor adalah dosen yang diberikan tugas tambahan
untuk memimpin penyelenggaraan IPDN.

5. Senat Institut adalah unsur penyusun kebijakan IPDN
yang menjalankan fungsi penetapan, pertimbangan, dan
pengawasan pelaksanaan kebijakan akademik dan
perwakilan tertinggi di lingkungan IPDN.

6. Fakultas adalah wunsur pelaksana akademik yang
mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan vokasi
dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan,
teknologi, dan/atau seni.

7. Program Studi adalah kesatuan rencana belajar sebagai
pedoman penyelenggaraan pendidikan vokasi yang
diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum, dan
ditujukan agar peserta didik dapat menguasai
pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang sesuai
dengan sasaran kurikulum.

8. Dekan adalah dosen yang diberikan tugas tambahan
untuk memimpin dan mengelola penyelenggaraan
pendidikan di lingkungan Fakultas.

9. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan
tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan
menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi
melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat.

Pasal 2
Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 merupakan landasan penyelenggaraan
IPDN dan dilaksanakan berdasarkan Asas Umum
Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik serta Kode Etik

Profesi Kepamongprajaan.
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BAB II
VISI, MISI, TUJUAN DAN PERENCANAAN

Pasal 3
Visi IPDN yaitu menjadi Pendidikan Tinggi Kepamongprajaan
terpercaya dalam menghasilkan kader pemerintahan yang

berkompetensi, berkarakter dan berkepribadian.

Pasal 4

Untuk mencapai visi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3,

IPDN mempunyai misi yaitu:

a. melaksanakan Tridharma perguruan tinggi yaitu
pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat;

b. mengembangkan pendidikan vokasi, akademik, dan
profesi berbasis teoritis, legalitas dan empiris;

c. membangun kerjasama dengan berbagai unsur di dalam
maupun luar negeri;

d. mengembangkan kurikulum pendidikan
kepamongprajaan berbasis kompetensi;

e. meningkatkan kapabilitas tenaga pendidik dan
kependidikan sesuai tuntutan kebutuhan;

f.  mengembangkan infrastruktur dan sarana pendidikan
yang memungkinkan terselenggaranya proses
pembelajaran secara optimal;

g. mengembangkan kepribadian dan karakter pendidik,
tenaga kependidikan dan peserta didik; dan

h. meningkatkan mutu dan kinerja penyelenggaraan
pendidikan yang mengarah pada pemenuhan standar
mutu pendidikan tinggi nasional berbasis teknologi

informasi dan komunikasi.

Pasal 5
IPDN bertujuan untuk:
a. menghasilkan kader aparatur pemerintah pusat dan

daerah yang profesional, berkepribadian dan berkarakter;



